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ABSTRACT

The increasing flood risk in Bima Regency indicates that watershed degradation remains
a critical issue in environmental governance in Indonesia. This study aims to analyze the
effectiveness of watershed rehabilitation policies in reducing flood risk and to identify
the legal and institutional factors influencing their implementation. The research
employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected
through interviews, field observations, and document analysis of regulations and
watershed rehabilitation policies in Bima Regency. The findings reveal that rehabilitation
programs through reforestation and land conservation have positively contributed to
restoring upstream areas; however, their effectiveness remains limited due to weak
supervision, poor inter-agency coordination, land-use conversion, and low public
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participation. This study argues that the success of watershed rehabilitation is
determined not only by technical environmental conservation measures but also by the
effectiveness of environmental law and regional institutional governance. The study
contributes to the development of environmental law studies by applying a socio-legal
perspective that positions watershed rehabilitation as a legal instrument for disaster
mitigation based on sustainable natural resource management.
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PENDAHULUAN

Perubahan tata guna lahan, degradasi lingkungan, dan lemahnya pengelolaan daerah aliran
sungai telah menjadi isu global yang berkaitan langsung dengan peningkatan risiko bencana
hidrometeorologi, khususnya banjir (Asdak, 2018; Kodoatie & Sugiyanto, 2017). Dalam beberapa
dekade terakhir, berbagai negara berkembang menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas
banjir akibat kerusakan ekosistem DAS, deforestasi, urbanisasi tidak terkendali, serta lemahnya
implementasi kebijakan rehabilitasi lingkungan (Siswanto et al., 2018). Kondisi tersebut tidak
hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologis, tetapi juga memunculkan persoalan hukum
dan tata kelola sumber daya alam, terutama terkait efektivitas kebijakan negara dalam
melindungi lingkungan hidup dan masyarakat terdampak. Dalam konteks hukum lingkungan,
rehabilitasi daerah aliran sungai menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan ekosistem. Oleh
karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan rehabilitasi DAS menjadi penting untuk
menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi risiko banjir sekaligus menjamin
keberlanjutan lingkungan hidup.

Di Indonesia, persoalan kerusakan DAS dan meningkatnya risiko banjir menjadi isu
strategis dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Bima merupakan salah satu
wilayah yang mengalami peningkatan kejadian banjir dalam beberapa tahun terakhir akibat
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degradasi kawasan huluy, alih fungsi lahan, sedimentasi sungai, serta lemahnya pengendalian tata
ruang (Nugroho, 2020). Kondisi geografis Kabupaten Bima yang didominasi wilayah perbukitan
dan aliran sungai musiman menyebabkan kawasan ini rentan terhadap banjir ketika intensitas
curah hujan meningkat. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan rehabilitasi
DAS melalui program konservasi lahan, reboisasi, penghijauan, dan penguatan kelembagaan
pengelolaan lingkungan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan
karena kejadian banjir tetap berulang dan menimbulkan kerusakan sosial maupun ekonomi yang
signifikan. Dalam perspektif studi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pada aspek
implementasi regulasi, pengawasan, koordinasi kelembagaan, serta kepatuhan terhadap
kebijakan pengelolaan DAS.

Kajian mengenai rehabilitasi DAS dan mitigasi banjir telah banyak dilakukan oleh peneliti
sebelumnya dengan berbagai pendekatan. Sebagian besar penelitian menitikberatkan pada aspek
hidrologi dan perubahan penggunaan lahan sebagai faktor utama penyebab banjir (Fadhil et al,,
2021; Listyarini et al, 2017; Hidayat et al.,, 2019; Rafi et al,, 2025). Penelitian lain menyoroti
pemanfaatan sistem informasi geografis dan pendekatan spasial dalam pemetaan kawasan rawan
banjir serta evaluasi kondisi DAS (Rahman & Ridwan, 2021; Jumadi et al., 2024; Sutrisno & Wijaya,
2021). Selain itu, sejumlah studi juga membahas pendekatan nature-based solutions dan
konservasi lingkungan sebagai strategi mitigasi risiko bencana (Lesmana et al., 2025; Hapsari &
Pamungkas, 2023). Di sisi lain, kajian hukum lingkungan terkait rehabilitasi DAS umumnya
berfokus pada implementasi kebijakan konservasi sumber daya alam dan evaluasi program
rehabilitasi hutan dan lahan (Wibowo & Hadi, 2019). Meskipun demikian, sebagian besar
penelitian tersebut masih bersifat teknokratis dan belum secara mendalam menghubungkan
efektivitas rehabilitasi DAS dengan analisis hukum terhadap tata kelola kebijakan lingkungan di
tingkat daerah.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian pada aspek
evaluasi hukum terhadap efektivitas kebijakan rehabilitasi DAS dalam mengurangi risiko banjir
di daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi seperti Kabupaten Bima. Penelitian
sebelumnya cenderung menempatkan rehabilitasi DAS sebagai persoalan teknis lingkungan dan
belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara substansi regulasi, implementasi
kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas pengurangan risiko banjir. Oleh karena itu,
artikel ini berargumen bahwa efektivitas kebijakan rehabilitasi DAS tidak hanya ditentukan oleh
program konservasi fisik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola hukum
lingkungan, sinkronisasi regulasi, serta kapasitas institusi pelaksana di tingkat daerah. Kebaruan
penelitian ini terletak pada pendekatan socio-legal dalam mengevaluasi implementasi kebijakan
rehabilitasi DAS sebagai instrumen mitigasi banjir di Kabupaten Bima. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi
hukum lingkungan, khususnya terkait efektivitas kebijakan pengelolaan DAS berbasis mitigasi
bencana.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi DAS yang lebih efektif dan
berkelanjutan. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi
hambatan normatif maupun institusional yang memengaruhi keberhasilan program rehabilitasi
lingkungan. Dalam konteks hukum administrasi dan hukum lingkungan, efektivitas suatu
kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari tingkat implementasi,
pengawasan, partisipasi masyarakat, dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran
tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dalam mendukung
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penguatan kebijakan mitigasi bencana berbasis pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi daerah aliran
sungai dalam mengurangi risiko banjir di Kabupaten Bima serta mengidentifikasi faktor-faktor
hukum dan kelembagaan yang memengaruhi implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga
berupaya mengevaluasi hubungan antara kebijakan rehabilitasi DAS dengan pengurangan tingkat
kerentanan banjir melalui pendekatan hukum lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.
Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi landasan akademik dalam penguatan
kebijakan rehabilitasi DAS yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi pada keberlanjutan
lingkungan serta perlindungan masyarakat terdampak bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur
rehabilitasi daerah aliran sungai, tetapi juga menganalisis implementasi kebijakan tersebut dalam
praktik pengurangan risiko banjir di Kabupaten Bima. Penelitian dilaksanakan selama periode
Januari hingga April 2026 di beberapa wilayah yang terdampak banjir dan menjadi lokasi
program rehabilitasi DAS di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Bima
dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki tingkat kerentanan banjir yang tinggi
serta menjadi salah satu daerah yang secara aktif melaksanakan program rehabilitasi DAS melalui
kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pendekatan socio-legal digunakan untuk
memahami hubungan antara regulasi, implementasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan
efektivitas pengelolaan lingkungan dalam konteks mitigasi bencana (Wibowo & Hadi, 2019).
Pendekatan ini dinilai relevan karena penelitian berfokus pada efektivitas hukum dalam praktik
sosial dan tata kelola lingkungan hidup.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan 15 informan yang terdiri atas pejabat
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan
kelompok masyarakat terdampak banjir. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik
purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan
terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi DAS. Selain wawancara, penelitian juga
menggunakan teknik observasi lapangan pada kawasan rehabilitasi DAS dan wilayah rawan
banjir untuk memperoleh data mengenai kondisi lingkungan, perubahan penggunaan lahan, dan
dampak rehabilitasi terhadap pengurangan risiko banjir (Pratiwi & Harnanto, 2022; Putra &
Yuwono, 2020). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan,
dokumen kebijakan pemerintah, laporan rehabilitasi DAS, data kebencanaan, artikel jurnal ilmiah,
serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pengelolaan DAS dan mitigasi banjir
(Fadhil et al.,, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan secara sistematis. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis
menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi kebijakan,
hambatan kelembagaan, efektivitas regulasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan
rehabilitasi DAS dalam mengurangi risiko banjir. Selanjutnya, data normatif berupa regulasi dan
dokumen kebijakan dianalisis menggunakan pendekatan hukum lingkungan dan teori efektivitas
hukum untuk menilai sejauh mana kebijakan rehabilitasi DAS dapat berjalan secara optimal
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dalam praktik (Soekanto, 2008). Penelitian ini juga menggunakan konsep tata kelola lingkungan
(environmental governance) untuk memahami hubungan antara institusi pemerintah,
masyarakat, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam mitigasi bencana (Siswanto et
al, 2018). Melalui pendekatan tersebut, analisis penelitian diarahkan untuk menjelaskan
keterkaitan antara implementasi kebijakan rehabilitasi DAS dengan pengurangan tingkat
kerentanan banjir di Kabupaten Bima.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi
sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan,
serta dokumen kebijakan yang diperoleh selama penelitian. Selain itu, proses analisis dilakukan
secara bertahap dan berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi data terhadap tujuan
penelitian. Penggunaan pendekatan empiris dan analisis hukum secara integratif diharapkan
mampu menghasilkan temuan yang objektif, sistematis, dan relevan dalam menjelaskan
efektivitas kebijakan rehabilitasi DAS sebagai instrumen mitigasi banjir di Kabupaten Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan risiko banjir di Kabupaten Bima
berkaitan erat dengan degradasi daerah aliran sungai akibat perubahan penggunaan lahan,
kerusakan kawasan hulu, dan lemahnya implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bima, wilayah dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi berada pada kawasan yang
mengalami penurunan tutupan vegetasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Perubahan fungsi lahan dari kawasan resapan menjadi lahan pertanian dan permukiman
menyebabkan menurunnya kapasitas infiltrasi tanah serta meningkatnya limpasan permukaan
ketika curah hujan tinggi terjadi (Asdak, 2018; Rafi et al., 2025).. Kondisi tersebut berdampak
langsung pada meningkatnya debit aliran sungai dan memperbesar potensi banjir di kawasan hilir
Kabupaten Bima.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan banjir di Kabupaten Bima tidak
hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya efektivitas
kebijakan rehabilitasi daerah aliran sungai yang dijalankan pemerintah daerah. Secara normatif,
pemerintah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Akan tetapi, implementasi kebijakan
tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pengawasan, koordinasi
kelembagaan, dan pengendalian alih fungsi lahan. Hasil wawancara dengan aparat Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bima menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas
pembukaan lahan di kawasan hulu masih belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber
daya manusia dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Akibatnya, sejumlah kawasan
rehabilitasi kembali mengalami kerusakan meskipun program penghijauan telah dilaksanakan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas hukum lingkungan tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan regulasi secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas
institusi dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan (Soekanto, 2008).
Dalam konteks Kabupaten Bima, penelitian menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum
terhadap pelanggaran tata ruang dan eksploitasi kawasan resapan air menyebabkan rehabilitasi
DAS belum mampu menurunkan risiko banjir secara signifikan. Kondisi tersebut memperlihatkan
adanya kesenjangan antara substansi regulasi dan implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian
ini sejalan dengan temuan Wibowo dan Hadi (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan
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rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia sering menghadapi hambatan implementasi akibat
lemahnya koordinasi kelembagaan dan pengawasan lingkungan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi DAS di Kabupaten Bima
telah memberikan dampak positif pada beberapa kawasan tertentu, terutama melalui kegiatan
penghijauan, konservasi lahan, dan penanaman vegetasi penahan erosi. Berdasarkan hasil
observasi lapangan, sejumlah kawasan hulu yang telah direhabilitasi menunjukkan peningkatan
tutupan vegetasi dan penurunan tingkat erosi permukaan. Program rehabilitasi juga mulai
meningkatkan kapasitas resapan air pada beberapa titik rawan banjir sehingga mampu
mengurangi intensitas limpasan permukaan saat hujan deras (Pratiwi & Harnanto, 2022). Namun
demikian, dampak positif tersebut masih bersifat terbatas dan belum merata di seluruh wilayah
DAS. Sebagian besar program rehabilitasi masih berorientasi pada pencapaian target
administratif, seperti jumlah bibit yang ditanam, tanpa disertai mekanisme pengawasan jangka
panjang terhadap keberlanjutan vegetasi yang telah direhabilitasi, padahal efektivitas rehabilitasi
hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan pemeliharaan pascapenanaman (Putra &
Yuwono, 2020).

Tabel 1. Faktor Penyebab Ketidakefektifan Rehabilitasi DAS di Kabupaten Bima

No Faktor Penyebab Dampak terhadap Pengelolaan DAS

1  Alih fungsilahan Penurunan kapasitas resapan air

2 Lemahnya pengawasan Kerusakan kembali kawasan rehabilitasi

3 Minimnya koordinasi kelembagaan Program rehabilitasi tidak terintegrasi

4 Rendahnya partisipasi masyarakat Konservasi lingkungan tidak berkelanjutan
5 Lemahnya penegakan hukum Pelanggaran tata ruang meningkat

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas rehabilitasi DAS sangat dipengaruhi oleh
tata kelola lingkungan dan koordinasi kelembagaan. Program rehabilitasi yang melibatkan
masyarakat lokal dan kelompok peduli lingkungan menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih
tinggi dibandingkan program yang bersifat sektoral dan administratif. Pada beberapa desa di
Kabupaten Bima, keterlibatan masyarakat dalam konservasi kawasan hulu berhasil
meningkatkan keberlanjutan program penghijauan dan mengurangi aktivitas perusakan lahan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam
mendukung keberhasilan rehabilitasi DAS sebagai instrumen mitigasi banjir.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara
pemerintah daerah, instansi kehutanan, dan lembaga pengelolaan DAS yang menyebabkan
implementasi kebijakan berjalan tidak sinkron. Perbedaan kewenangan dalam pengelolaan
kawasan hulu dan hilir mengakibatkan lemahnya integrasi kebijakan rehabilitasi lingkungan.
Selain itu, keterbatasan anggaran daerah menyebabkan sejumlah program rehabilitasi berhenti
pada tahap penanaman awal tanpa pemeliharaan dan pengawasan lanjutan. Kondisi tersebut
memperlihatkan bahwa rehabilitasi DAS belum didukung oleh tata kelola lingkungan yang kuat
dan berkelanjutan.

Dalam perspektif environmental governance, keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
sangat ditentukan oleh kolaborasi antaraktor, integrasi kebijakan, dan keterlibatan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan (Hapsari & Pamungkas, 2023). Penelitian ini
memperlihatkan bahwa lemahnya tata kelola lingkungan di Kabupaten Bima menjadi faktor
utama yang menghambat efektivitas rehabilitasi DAS dalam mengurangi risiko banjir. Temuan ini
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sejalan dengan penelitian Siswanto et al. (2018) yang menegaskan bahwa persoalan banjir di
Indonesia berkaitan erat dengan lemahnya pengelolaan DAS dan rendahnya koordinasi
kelembagaan dalam mitigasi bencana. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi baru
dengan menunjukkan bahwa persoalan tersebut juga dipengaruhi oleh aspek efektivitas hukum
lingkungan dan kapasitas institusi daerah dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi secara
konsisten.

Tabel 2. Dampak Implementasi Rehabilitasi DAS terhadap Mitigasi Banjir

Aspek Rehabilitasi Dampak Positif Kendala yang Ditemukan
Penghij k
hﬁ?ug Hjauan awasan Mengurangi erosi Kurangnya pemeliharaan
Konservasi lahan Meningkatkan infiltrasi tanah Alih fungsi lahan terus terjadi
Penanaman vegetasi Mengurangi sedimentasi sungai Pengawasan lemah
Meningkatk keberlanjut
Keterlibatan masyarakat eningratkan eherianutan Partisipasi belum merata
program
Koordi i tarinstansi
Pengendalian DAS Mengurangi limpasan permukaan le(;rcl);hmaSl antarinstanst

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi DAS perlu diposisikan tidak hanya
sebagai program teknis lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam pengurangan
risiko bencana. Penguatan kebijakan rehabilitasi DAS memerlukan integrasi antara regulasi
lingkungan, pengendalian tata ruang, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan
resapan air (Kodoatie & Sugiyanto, 2017). Dalam konteks hukum lingkungan, negara memiliki
tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Oleh karena itu, rehabilitasi DAS harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan
dukungan pengawasan yang kuat, koordinasi kelembagaan yang efektif, dan partisipasi aktif
masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan socio-legal dalam studi hukum
lingkungan dengan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan rehabilitasi DAS dipengaruhi oleh
hubungan antara regulasi, kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini juga
memperluas kajian sebelumnya yang lebih banyak menempatkan rehabilitasi DAS sebagai
persoalan teknis hidrologi dan konservasi lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat
menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan mitigasi banjir
berbasis rehabilitasi DAS yang lebih integratif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan
lingkungan hidup, sejalan dengan berbagai studi mengenai pengurangan risiko banjir dan dampak
ekonomi akibat bencana hidrometeorologi (Marselina et al., 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan rehabilitasi daerah aliran sungai di
Kabupaten Bima dalam mengurangi risiko banjir masih menghadapi berbagai kendala struktural,
normatif, dan kelembagaan. Meskipun program rehabilitasi melalui penghijauan, konservasi
lahan, dan pemulihan kawasan hulu telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan
tutupan vegetasi dan pengurangan erosi pada beberapa wilayah, implementasi kebijakan belum
mampu menurunkan risiko banjir secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya
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pengawasan terhadap alih fungsi lahan, rendahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan
anggaran, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini
juga menemukan bahwa persoalan rehabilitasi DAS tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis
konservasi lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas hukum lingkungan dan tata
kelola kebijakan daerah dalam mitigasi bencana.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi
hukum lingkungan melalui pendekatan socio-legal yang menempatkan rehabilitasi DAS sebagai
bagian dari instrumen hukum dalam pengurangan risiko bencana. Penelitian ini memperlihatkan
bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara substansi
regulasi, kapasitas kelembagaan, penegakan hukum, dan kondisi sosial masyarakat. Temuan
penelitian memperkuat argumentasi bahwa efektivitas hukum lingkungan tidak dapat diukur
hanya dari keberadaan regulasi formal, tetapi juga dari implementasi dan kepatuhan terhadap
kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini
juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan
rehabilitasi DAS yang lebih integratif, partisipatif, dan berkelanjutan guna memperkuat mitigasi
banjir berbasis pengelolaan lingkungan hidup.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah penelitian yang berfokus
pada Kabupaten Bima dan belum membandingkan efektivitas kebijakan rehabilitasi DAS di
daerah lain dengan karakteristik geografis yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif dan analisis kuantitatif yang lebih luas
guna mengukur hubungan antara efektivitas rehabilitasi DAS, kapasitas kelembagaan, dan tingkat
pengurangan risiko bencana secara lebih komprehensif.
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